
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan bab IV, maka Penulis dapat 

menarik kesimpulkan sebagai berikut: 

1. Aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan 

umum 2024 di Kota Padang sudah ada kemajuan namun belum 

maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kesulitan 

akses fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas termasuk lokasi 

tempat pemungutan suara (TPS) yang bergelombang, jauh dari rumah 

dan tidak adanya kursi di bilik suara. Selain itu, fasilitas khusus seperti 

template braille, sarana dan prasarana untuk tuna wicara dan tuna 

rungu juga masih minim serta difabel intelektual dan difabel mental 

yang tidak diperbolehkan orangtua atau kerabat untuk keluar rumah. 

Faktor lainnya adalah adanya stigma negatif terhadap penyandang 

disabilitas, kurangnya perhatian dari penyelenggara pemilu,  antrian di 

TPS, dan kurang optimalnya pendataan khusus bagi penyandang 

disabilitas. 

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap aksesibilitas hak politik penyandang 

disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang menunjukkan 

penerapan prinsip-prinsip siyasah seperti prinsip persamaan, keadilan, 

serta amanah masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. 

B. Saran   

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis 

memberi saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada penyelenggara pemilu untuk lebih meningkatkan 

sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan 

umum. 



 

 

2. Diharapkan kepada masyarakat  tidak melakukan diskriminasi dan   

stigma sosial dalam bentuk apapun terhadap penyandang disabilitas 

karena mereka juga memiliki hak yang sama baik bidang politik 

maupun lainnya. 

3. Serta buat pembaca, semoga skripsi  yang ditulis dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan  bagi para pembaca. 
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